SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES|I BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayRe(hturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisarsingkat
Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
penyelenggaran pemerintahan sebagai pelaksanaaaturper
perundang-undangan, dapat dibentuk Lembaga Labagse
bagian dari Perangkat Daerah ;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1)ngrdadang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPdsal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Taun 200farig
Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan orgarmieasngkat
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimgiesdal

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentaggnisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian DararRgsat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiaif 974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglane
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UnAdadgng
Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Ied@n
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaralRkepu
Indonesia Nomor 3890) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nal38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2i2 4

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Peraturan Perundang- undangan (LembaegardN
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahandazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repubittohesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraldRkepu
Indonesia Nomor 4422);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa tkeadkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Talbid 2
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Riepubl
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaaggamh
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoi7 2
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentantpifaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lamamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, bedran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanth&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint&lzarah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanfagan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentag@ri¥asi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indeiegun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubdidn@sia
Nomor 4741);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LembargaraNe
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahandazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4827);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangaPaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Neggrabie
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4829) ;

12.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang sKorp
Pegawai Republik Indonesia ;

13.Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang aPead
Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungaeni B
Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariavabe
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@®ifang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2@®8ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiardanesia
Daerah ;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2@®8ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan
Bencana Daerah;



17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2@d&ang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dé¥egagurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indoonesia Rrsvdan
Kabupaten/Kota ;

18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor leuiie2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (LeambBraerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambaha
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinagesi Barat.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresariptahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menwag atonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasigandzsstem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslathddndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesaiBgng selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro@nkiwesi Barat.

6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalagkeamelaksanakan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pek&saperaturan perundang-
undangan.

7. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi\Besa Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selgmjudisebut BNPB adalah
Lembaga Poemerintah Non Kementrian yang dibentuttasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi SlBamat yang selanjutnya
disebut BPBD, adalah Perangkat Daerah yaventuk dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi untuk melaksanakan penangguldreyarana.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sil8a&eat yang selanjutnya
disebut BPBD, adalah  Perangkat Daerah yang dikerdalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakenggulangan bencana.

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah seagjutnya disebut
Pelaksana BPBD, adalah bagian dari perangkat daemap merupakan lembaga
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiveeagy mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat digebabkan baik oleh
faktor alam dan atau faktor non alam maupun fakioanusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakagkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan adebtippa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara laiuggergempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,tdaah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatledmparistiwva atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gadaiolegi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan psektiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yangmaliponiflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaran penanggulangan bencana adalah lsseangpaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko mpéubencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehsibilita

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaiaatdtegiang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi aatéencana.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawgarat yang selanjutnya
disebut KPID, adalah lembaga yang bersifat independang tugas dan
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32uiaB002 tentang
Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakatahdp penyiaran.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah RebviSulawesi Barat yang
selanjutnya disebut Sekretariat KPID, adalah bagian perangkat daerah yang
merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaandagdasingsi KPID.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalamkb®mra, gambar, atau suara
dan gambar atau yang berbentuk grafis, karaktek Ypang bersifat interaktif
maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkatrima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaraalumedarana pemancaran
dan/atau sarana transmisi di darat, di laut ataantiriksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, ai@w media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh mkaydengan perangkat penerima
siaran.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipilagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpok@pegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mN&8ndahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 197tnignPokok-pokok

Kepegawaian.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnigabait disingkat KORPRI
adalah wadah untuk menghimpun  seluruh Pegawaulii&plndonesia demi



24.

25.

meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetig@ada cita-cita perjuangan
Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adamichn Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb, bersifat demokratis,
mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produlan bertanggung jawab.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi SudaBarat yang selanjutnya
disebut Sekretariat DP KORPRI adalah bagian dararmqgkat daerah untuk
mendukung Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakugas dna
wewenangnya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menumuklgas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalaman organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kedhl#mau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

BAB ||
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Untuk menujang tugas Gubernur di bidang penanggalaiencana, untuk memberikan
pelayanan administratif KPID dan untuk menunjangatuDewan Pengurus KORPRI,
dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian Perangkataba®rovinsi Sulawesi Barat yang
terdiri dari :

a.
b.
C.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia DaerahIKP, dan
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (SekretariaKkDRPRI) .

BAB 111
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungs

Kedudukan
Pasal 3

BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah untekumang tugas Gubernur di
bidang penanggulangan bencana.

(1)

Tugas
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usadmaggelangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tdaelabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara ;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyel@aggapenanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan petnraencana ;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganeana ;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan befidaaerah ;

Qo



f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan benepamdk Gubernur setiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap siadm kondisi darurat
bencana ;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uangatamdgp;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yamgnditdari APBD ; dan

I. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan pergperamdang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap psslamggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sdsngan kebijakan Pemerintah
Daerah dan BNPB.

Fungsi
Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana slichaldalam Pasal 4,
mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangacarz dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efiiiefisien ; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangguldogacana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Susunan Organisas
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah ; dan
c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimagledml ayat (1) tercantum
dalam Lampiran |, dan merupakan bagian yang tidakidgahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi B&&iD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

Kepala
Pasal 7

Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh SedaistDaerah.

Unsur Pengarah
Pasal 8

(1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :

a. pejabat Pemerintah Provinsi terkait ; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksgadayat (1) huruf a terdiri
dari unsur-unsur :

a. Dinas Sosial ;



3)

(4)
(5)

)
(2)
3)

4)

)

(2)

Dinas Kesehatan ;

Dinas Pekerjaan umum ;

POLRI ;

TNI ;

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

~®ooo0yT

Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimakdadagat (1) huruf b, terdiri

dari:

a. pakar di bidang perencanaan 1 orang ;

b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidangnggulangan bencana
1 orang ;

c. masyarakat profesional di bidang penanggulangamcdna 1 orang ;

d. tokoh masyarakat 1 orang ;

e. Palang Merah Indonesia 1 orang.

Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksadagatl(3), dipilih melalui
uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayae(pumyai fungsi :

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penangguldsmncana daerah ;
b. memantau ; dan

c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penangguléegaana daerah.

Unsur Pelaksana
Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertaggyusb kepada Kepala
BPBD.

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksaray membantu Kepala
BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yredaksana BPBD sehari-hari.

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada(Byahempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara texstegliputi :

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat ; dan

C. pascabencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudgyadg2), Unsur Pelaksana
BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi ;

b. komando ;

c. pelaksana.

Pasal 10

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDitatds :
Kepala Pelaksana ;

Sekretariat Unsur Pelaksana ;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

Bidang Kedaruratan dan Logistik ; dan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

"o O0TY

Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksladgyat (2), terdiri dari :
a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;

b. Sub Bagian Keuangan ; dan

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
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4)

(5)

(6)

)

2)
3)

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
a. Seksi Pencegahan ; dan
b. Seksi Kesiapsiagaan,

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
a. Seksi Kedaruratan ; dan
b. Seksi Logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari
a. Seksi Rehabilitasi ; dan
b. Seksi Rekonstruksi.

Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB IV
SEKRETARIAT KPID

Bagian K esatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungs
Kedudukan
Pasal 11

Sekretariat KPID merupakan bagian dari Perangkatdasebagai unsur pemberian
pelayanan administratif KPID.

Sekretariat KPID dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Kepala Sekretariat KPID secara fungsional begangjawab kepada KPID dan
secara administratif kepada Gubernur melalui SaekseDaerah.

Tugas

Pasal 12

Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pekayadministratif dan fasilitatif
terhadap pelaksanaan tugas KPID.

Fungsi
Pasal 13

Sekretariat KPID dalam melaksanakan tugas sebagaiaianaksud dalam Pasal 8 huruf

coopo

(1)

menyelenggarakan fungsi:

penyusunan program Sekretariat KPID ;

fasilitasi penyiapan program KPID ;

fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID ;

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaiatengdapan, rumah tangga dan
ketatausahaan di lingkungan KPID.

Bagian Kedua
Susunan Organisas

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari:
a. Kepala Sekretariat ;



(@)

3)

)

(2)
3)

Sub Bagian Tata Usaha ;

Sub Bagian Standarisasi dan Perijinan ;
Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan ;
Sub Bagian Komunikasi dan Kelembagaan ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

cooo

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaintercantum dalam
Lampiran Il, dan merupakan bagian yang tidak tetgian dari Peraturan Daerah
ini.

Penjabaran tugas pokok, dan fungsi organisasietelat KPID akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian K esatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kedudukan

Pasal 15

Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian dari sapgsiangkat daerah (SKPD),
secara teknis operasional bertanggungjawab kepd@laKDRPRI Provinsi dan
secara teknis administratif bertanggungjawab kegadbernur melalui Sekretariat
Daerah.

Sekretariat DP KORPRI dipimpin oleh seorang Seki®t

Kepala Sekretariat DP KORPRI secara fungsionaiabhggungjawab kepada DP
KORPRI dan secara administratif kepada Guberndalmesekretaris Daerah.

Tugas
Pasal 16

Sekretariat DP KORPRI mempunyai tugas melaksandik&nngan teknis operasional
dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Pricdatam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh dakm lingkungan Sekretariat DP

KORPRI.
Bagian Kedua
Susunan Organisas
Pasal 17
(1) Sekretariat DP KORPRI terdiri atas :

(2)

3

a. Bagian Umum dan Kerjasama ;.
b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohdaun;
c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial ;

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas :

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan ; dan
b. Subbagian Kerjasama.

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Roleadirt atas:



(4)

(5)

(6)

)

2)

3)
(4)

®)

(1)
(2)
3

(4)
®)

a. Subbagian Olah raga, Seni dan Budaya; dan
b. Subbagian Mental dan Rohani.

Bagian Usaha dan Batuan Sosial terdiri atas:
a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
b. Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRgaghana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ill, dan merupabagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi &elaeDP KORPRI akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18

Pada BPPD dan Sekretariat KPID sebagaimana dimalalach Pasal 10 dan Pasal
14, dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdask&dadrian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yatakbe

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksdd pgat (1) mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas BPPD dan Sekrdt®ID sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana kdudapada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yhaggkat oleh Gubernur.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapoleh Gubernur berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan parap@rndang-undangan yang
berlaku.

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimameksdd pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangagada

BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 19
Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktuetdmesl a.
Kepala Sekretariat DP KORPRI adalah jabatan strakaselon Il b.

Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana BPBD, [{djidang pada BPBD dan
Kepala Sekretariat KPID adalah jabatan struktusaelan 11 a.

Kepala Bagian pada Sekretariat DP KORPRI adaladtgabstruktural eselon Il b.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Unsuk$zia BPBD, Kepala Sub
Bagian pada Sekretariat KPID, dan Kepala Sub Bagada Sekretariat DP
KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVa.

10



Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD, SekretaR#D, Sekretariat DP KORPRI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, akal P4 berasal dari Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahyaengalaman, ketrampilan, dan
integritas yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian aaatan di lingkungan Unsur
Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID dan SekretariatKiRPRI, dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundamgdangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiapr widingkungan Unsur Pelaksana
BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat DP KORPRIjibvanenerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikdésiik di dalam lingkungan satuan
organisasinya dan dalam hubungan dengan Instamsi la

Pasal 23

(1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupdiadakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-wa&twai kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provitzsi BPBD Kabupaten
diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (s&hun atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD uaten bersifat
memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penangamaarat bencana, BPBD Provinsi
dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasipg&ksana.

Pasal 25

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BNPBsita¢rkoordinasi dan teknis
kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kuaditaelenggaraan penanggulangan
bencana.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dayef@nggaraan tugas dan fungsi
pada Unsur Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID daregalat DP KORPRI, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan samygaran lainnya yang sah dan
tidak mengikat.
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BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Organisasi BPBD, Sekretariat KPID dan SekretarRtKlDRPRI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 17 dapat ditkgabali disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampausandian daerah, serta sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 28

Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan damok yang berasal dari perangkat
pemerintah dilakukan setelah mendapat persetujude!@ur.

BAB XiI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Blersepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Guiyer

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaiddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintap&agundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeraimBrSulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 05 Juli 2010

GUBERNUR SULAWES| BARAT ,

f
W
H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 05 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

¥

H. M. AD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 02
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES|I BARAT
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWES|I BARAT

UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasaenyalenggarakan urusan
pemerintahan yang telah diserahkan menjadi uruganomi daerah. Namun,
terdapat pula lembaga lain yang merupakan bagian Rerangkat daerah yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebpelaksanaan peraturan
perundang-undangan selain tugas dan fungsi perandiarah, tetapi harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkaatup@n perundang-undangan,
misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, t&&draomisi Penyiaran
Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Fgiovin

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undanigshi¢nNomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuk BReéaaggulangan Bencana
Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 aydh{Zng-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran IndoneBiaerah. Sedangkan
berdasarkan ketentuan Pasal 15 Keputusan Preside@mML6 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps PegaagairiNDewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi.

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dandwsl penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadaanalesty di daerah, sesuai
ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan PemerintahoNd1 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Daerah dapat memblemhldaga lain sebagai bagian
dari perangkat daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung tugas Badan Peudsmggan Bencana
Daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan DeRemgurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dibkntlPelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Korarsyiddan Indonesia Daerah,
dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai R&puibtlonesia Provinsi
Sulawesi Barat sebagai bagian dari perangkat d&mtinsi Sulawesi Barat.

. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pencegahan bencana adakah serangkaian kegetg dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana makgnemtanan pihak
yang terancam bencana.

Penanganan darurat bencana adalah serangkaianakegang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untukgaanaampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelaanatdan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasailjndpegan,
pengurusan pengungsi, penyelematan, serta pemulinasarana dan
sarana.

Huruf b

Penyelenggaraan penanggulangan bencana ambaigkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang ikerestimbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggaptddeur rehabilitasi.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengendalian dalam ketentuan ini termasukbpeian izin pengumpulan
uang dan barang yang dilakukan oleh Gubernur.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

k
d
S

Keanggotaan Unsur Pengarah dafamraturan Daerah ini mengacu pada
eanggotaan unsur Pengarah pada Badan Nasionaigge@ngan Bencana,
an terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur makgardalam jumlah yang
eimbang dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi UnBafaksana BPBD
dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan sategja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah,baga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencangédsca bencana.

Huruf b
Fungsi komando merupakan fungsi Komando Unsur Bafek BPBD dan

dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya mamesialatan, logistik
dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instarsikal yang ada di
daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukaaand rangka
penanganan darurat bencana.

Huruf c
Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi UnBafaksana BPBD

dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan sategja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah,baga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencangdsca bencana.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Penyiaran,
Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negarg parsifat independen
yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan neegeya diatur dalam
Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masytagabidang penyiaran.

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyigasional, dan untuk
penyelenggaraan penyiaran di Daerah , dibentuk igidPenyiaran Indonesia

Daerah (KPID) .

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan keavajya, KPI Daerah
diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pravins

Anggota KPID berjumlah 7 (tujuh) orang.
Ketua dan Wakil Ketua KPI dipilih daaml oleh anggota.

Ayat (2)
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Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Persgi@RPRI tingkat Provinsi
yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Proviakind melakukan
pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesiomalAnggota untuk
mewujudkan program Pemerintah serta sebagai méra kyang aktif dalam
proses pengambilan keputusan sesuai ketentuamanapeundang-undangan
yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijadkam program umum
organisasi sebagaimana diamanatkan oleh MusyawRBratinsi KORPRI
(MUSPROV KORPRI).

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secaaup pada Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi, dijamin hak-hak kepegamaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 49
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LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BART

NOMOR
TANGGAL

: 02 TAHUN 2010
: 05 TAHUN 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI

KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI KEPALA PELAKSANA BPBD
- PROFESIONAL / AHLI

SEKRETARIAT

Subbag. Program, D4 Subbag. Subbag. Umum
& Evaluasi Keuangan dan Kepegawaian
BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI
—  Seksi Pencegahan - Seksi Kedaruratan 1 Seksi Rehabilitasi
Seksi Kesiapsiagaan Seksi Logistik Seksi Rekonstruksi
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
—_—
B e )

H. ANWAR ADNAN SALEH
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LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BART
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL :05TAHUN 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA
SEKRETARIAT

(el ampor )
KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA STANDARISASI PEMBINAAN KOMUNIKASI
DAN PERIJINAN DAN DAN
PENGAWASAN KELEMBAGAAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

m\

>

H. ANWAR ADNAN SALEH
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL :05TAHUN 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIAT

v v v

Bagian Umum dan Kerjasama Bagian Olah Raga, Seni, Bagian Usaha dan Bantuan
Budaya Mental & Rohani Sosial

R e e
Sub Bagian Administrasi Sub Bagian Olah Raga, Seni Sub Bagian
Umum dan Keuangan > dan Budaya »> Usaha dan Kesejahteraan
J - N
. h . .
Sub Bagian N Sub Bagian Mental dan N Sub Bagian Bantuan Hukum
Kerjasama Rohani dan Sosial
J - N

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

—

W

H. ANWAR ADNAN SALEH
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